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RINGKASAN 

 

Implementasi  United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 
1982 Terhadap Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); Mellisa 
Mandasari, 030910101206; 2007. 67 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 
 

Alur-alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ditetapkan sebagai implementasi 
United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 merupakan 
hasil Konferensi Hukum Laut III yang diadakan di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS 
1982 ini berisi 17 bagian dan 9 annex yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang 
batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan 
dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan 
eksploitasi lainnya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang 
penyelesaian perselisihan. ALKI ditetapkan untuk memberi hak bagi masyarakat 
Internasional untuk melintas di perairan kepulauan Indonesia. Penulisan ini meneliti 
tentang pengaturan ALKI dan dampak yang ditimbulkan adanya penetapan ALKI. 

Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori negara kepulauan 
dimana suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan 
yang dapat mencakup pulau-pulau.  Sedangkan gugusan kepulauan berarti suatu 
gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau 
tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya. Penulisan 
ini mempergunakan cara berpikir deduktif dengan menggunakan hukum normatif. 
 Pengaturan ALKI dalam pelaksanaannya sering timbul berbagai pelanggaran / 
kasus keamanan di sepanjang ALKI. Pelanggaran / kasus tersebut dapat berupa 
gangguan terhadap kapal-kapal pengguna ALKI yang mengalami perompakan atau 
bahaya navigasi, pelanggaran peraturan dan undang-undang oleh kapal-kapal 
pengguna ALKI selama berlayar melintasi ALKI seperti pengambilan sumber daya 
alam dan kekayaan alam secara ilegal, riset dan survei ilegal, penyelundupan barang 
komoditas dan imigrasi gelap. Dampak yang timbul sehubungan dengan 
ditetapkannya ALKI ditinjau dari aspek yuridis, politis, keamanan dan kesejahteraan. 
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ABSTRACT 

 

Implementation of United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 
(UNCLOS 1982) To The Designation of Indonesian Archipelagic Sea Lanes 
(ALKI) As; Mellisa Mandasari, 030910101206; 2007. 67 page; Internasional 
Relation Department  of Social Science and Politics Faculty of Jember University. 
 

Indonesian Government was designated Indonesian Archipelagic Sea Lanes, 
on 28th June, 2002 through Indonesian Government Regulation Number 37,2002 on 
the Rights and Obligations of Foreign Ships and Aircraft exercising the Right of 
Archipelagic Sea Lanes Passage through designated Sea Lanes. Archipelagic sea 
lanes to be used for exercising the right of archipelagic sea lanes passage are three 
Indonesian Archipelagic sea lanes passage from north to south or in the opposite 
direction. Archipelagic sea lane mean as sea lane for the passage of foreign ships or 
foreign aircraft, in a normal mode solely for the purpose of continuous, expeditious 
and unobstructed transit through or over the archipelagic waters and the adjacent 
territorial sea between on part of the high seas or Indonesian exclusive economic 
zone and another part of the high seas or Indonesian exclusive economic zone. Such 
sea lanes and air routes shall traverse the Indonesian archipelagic waters and the 
adjacent territorial sea and shall include all normal passage routes' used as routes 
for international navigation or over flight. 

This paper using the theory of archipelagic country which is are Nations that 
consisted of by one or more archipelago bunch which can include the whole island. 
Inspite of archipelago bunch mean an island bunch is an inclusive part of island, 
territorial water among the island bunch and others exist natural which has relation 
with one to another. This paper using the deductive, as a way to get closer with a 
normatif law. 

Arrangement ALKI in its execution often arise a various collision/security 
case alongside ALKI. The case can be the piracy, collision of regulation and law by a 
ship which is sailing during the ALKI, for example the experienced resource intake 
and natural resource by illegal, reseach, into and survey the ilegal, smuggling of 
goods commodity ang illegal imigration and the danger of navigation. Affect the 
arising out of refering to specifying of ALKI evaluated from aspect yuridicly, 
political, security and prosperity. 
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